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PUTUSAN
Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Sry

P

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Pontianak, 14 November 1997,

agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan
SMA, tempat kediaman di Kota Pontianak,
sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir: Pontianak, 11 Maret 1996, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
pendidikan SMA, tempat kediaman di

Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 November
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada
tanggal 06 November 2020 dengan register perkara  Nomor
587/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
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sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal
25 Juni 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
kediaman bersama di rumah Orang Tua Pemohon selama 4 (empat) tahun,
kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai dengan
sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang
anak:

3.1 : Anak, lahir di Pontianak tanggal 22 Juni 2015:
anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Pemohon;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai,
namun sejak tahun2019, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai goyah

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :

5.1. ; Termohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
5.2. ; Kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

5.3. ; Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Juni tahun
2020 sampai sekarang;

7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah

pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjaatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Sungai Raya;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut
Pemohon dan Termohon hadir secara inperson;

Bahwa sebelum melajutkan pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan
berbaikan kembali dalam rumah tangganya, guna memaksimalkan usaha
perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak
menempuh mediasi, di persidangan para pihak sepakat untuk menyerahkan
penunjukan mediator kepada Majelis, oleh karenanya ditunjuklah mediator
Hakim dari Pengadilan Agama Sungai Raya bernama Marlisa Elpira, S.H.l.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Marlisa Elpira, S.H.l., tertanggal
25 November 2020, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa
proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap = mempertahankan isi
permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam
sidang tertutup untuk umum;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir lagi di persidangan, akan tetapi
karena perkara yang bersangkutan mengenai perceraian, maka kepada
Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

Nomor XXXX, tanggal 25 Juni 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup.

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Maijelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor XXXX, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah
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dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/
orang dekat, yaitu :

1. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa,
bertempat tinggal di Kota Pontianak., di depan sidang mengaku sebagai Teman
Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
teman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2015 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup
rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon adalah kurang terjalin komunikasi antara Pemohon dan
Termohon, Termohon diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, dan
Pemohon kurang dihargai dalam rumah tangga;

- Bahwa kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan
Termohon pisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut keduanya
sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri
yang baik;

- Bahwa selaku keluarga orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja,

bertempat tinggal di Kota Pontianak., di depan sidang mengaku sebagai teman
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Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman
Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2015 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orang tua Pemohon;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup
rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan
bertengkar, disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain
dan dipergoki bersama Pemohon di sebuah cafe;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan
Termohon pisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut keduanya
sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri
yang baik;

- Bahwa selaku keluarga orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan
permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada

pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan
rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
20089;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator
Marlisa Elpira, S.H.l.. Adapun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai
kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir lagi di persidangan
dengan tidak memberikan jawaban baik berupa pengakuan ataupun bantahan,
maka sikap Termohon tersebut dapat dianggap bahwa Termohon melepaskan
haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi
yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat
dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik,
bermeterai cukup, dicap pos (nhazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai
ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan
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Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti
(P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta
autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBgQ), telah terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 25 Juni 2015, telah terikat hubungan
sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak
sebagai pihak-pihak atau legitima persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa serta
orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan
tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui
secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah
pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim
berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan
(ink and match), maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada
dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijskracht)
sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg, namun karena saksi-saksi Pemohon
memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (Recht Gevoig) yang

terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum
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(Vreem de Oozaak), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan
antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat
diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan
dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Pemohon, jawaban
Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling
bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai
berikut:

— Bahwa sejak 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
Pemohon dan Termohon kurang terjalin komunikasi, Termohon ketahuan
selingkuh dengan laki-laki lain dan dipergoki bersama Pemohon di sebuah
cafe dan Pemohon kurang dihargai dalam rumah tangga;

— Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Agustus 2020, Pemohon
dengan Termohon pisah tempat tinggal;

— Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak
menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk
mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak
mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,
sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan

terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak
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akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan gaidah

figih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:
Tllaal) la JAe o a8a awldall £ 2

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik
manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon yang telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi
harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt) tidak
perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab
ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat
alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada
perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan
hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan
Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 227, yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai

berikut;
(o2 £ BIEE SALITER 8y
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Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon,
maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan
talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Sungai Raya;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen
Raharjo, S.H.l., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.l. dan Soffatul
Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan
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Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.l., M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I. Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp 255.000,00
PNBP Rp  20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 6.000,00
JUMLAH Rp 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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